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Abstract:  
This study aims to analyze the extent to which the Supreme Court jurisprudence plays a role in aligning law enforcement in 
the regions, particularly in the context of legal interpretation gaps by law enforcement officials in different regions. The method 
used in this study is a qualitative approach with normative juridical analysis, supported by case studies of several Supreme 
Court decisions set as precedents in the region. The results show that Supreme Court jurisprudence has a significant influence 
in shaping legal uniformity, although its implementation still faces challenges, such as lack of access to rulings and variations 
in legal understanding at the local level. The conclusion of this study is that jurisprudence is not only a complementary source 
of law, but also serves as a means of legal harmonization in the national justice system, especially in reducing law enforcement 
disparities in the regions. 
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Abstrak :  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana yurisprudensi Mahkamah Agung berperan dalam menyelaraskan 
penegakan hukum di daerah, khususnya dalam konteks kesenjangan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum di 
berbagai daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis 
normatif, didukung oleh studi kasus beberapa putusan MA yang dijadikan preseden di daerah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk 
keseragaman hukum, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya akses terhadap putusan 
dan variasi pemahaman hukum di tingkat daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi tidak hanya 
menjadi sumber hukum pelengkap, tetapi juga berfungsi sebagai sarana harmonisasi hukum dalam sistem peradilan 
nasional, khususnya dalam mengurangi kesenjangan penegakan hukum di daerah. 
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PENDAHULUAN 

Sistem hukum Indonesia berada pada persimpangan antara tradisi hukum kontinental (civil 
law) yang mengedepankan kodifikasi hukum dan praktik hukum yang berkembang di masyarakat 
(Hamzani, 2020). Dalam kerangka tersebut, peran yurisprudensi, khususnya putusan Mahkamah 
Agung, menjadi semakin krusial dalam menjawab persoalan ketidakharmonisan penegakan 
hukum di berbagai wilayah (Edison, 2023). Meskipun yurisprudensi tidak secara eksplisit 
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dinyatakan sebagai sumber hukum formal dalam sistem hukum Indonesia, dalam praktiknya ia 
telah menjadi rujukan penting dalam menjaga konsistensi dan keadilan hukum. 

Yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki posisi strategis dalam membentuk panduan 
hukum yang bersifat mengikat secara moral maupun praktis bagi pengadilan di tingkat bawah 
(Siahaan, 2022). Dalam banyak kasus, hakim di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi 
mengutip putusan Mahkamah Agung untuk memberikan legitimasi atas putusannya, sekaligus 
untuk menunjukkan keselarasan interpretasi hukum. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran 
fungsi yurisprudensi dari sekadar referensi menjadi sumber harmonisasi hukum nasional. 

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya disparitas dalam 
penerapan hukum antara satu daerah dengan daerah lainnya. Disparitas ini disebabkan oleh 
beragam faktor, mulai dari perbedaan kondisi sosial-budaya, pemahaman hukum aparat, hingga 
minimnya akses terhadap informasi hukum yang mutakhir, termasuk yurisprudensi. Hal ini 
berimplikasi serius terhadap asas kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat tema yurisprudensi dan peran 
Mahkamah Agung dalam pembentukan hukum. Misalnya, studi oleh Bhakti, T. S., & SH, (2022) 
menyoroti fungsi yurisprudensi sebagai pengisi kekosongan hukum. Di sisi lain, riset dari Bagir 
Manan menekankan pentingnya kesadaran hakim terhadap kekuatan moral yurisprudensi. Akan 
tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teoritis atau normatif, dan 
belum menyoroti secara spesifik peran yurisprudensi dalam menyelaraskan penegakan hukum 
antarwilayah di Indonesia. 

Distingsi penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengaruh konkret yurisprudensi 
Mahkamah Agung dalam mengatasi ketidaksamaan penegakan hukum di daerah. Berbeda dengan 
kajian sebelumnya yang lebih bersifat makro atau konseptual, penelitian ini mengangkat studi 
kasus dari berbagai daerah dan menganalisis pola penerapan yurisprudensi dalam praktik 
peradilan lokal. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru mengenai 
efektivitas yurisprudensi sebagai alat harmonisasi hukum secara terapan. 

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini juga terletak pada pendekatannya yang 
menyinergikan analisis normatif dengan studi empirik melalui wawancara dan penelusuran 
implementasi putusan Mahkamah Agung pada tingkat daerah. Penelitian ini tidak hanya 
membahas yurisprudensi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen perubahan 
sosial hukum yang nyata di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik penegakan hukum yang 
beragam. 

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana yurisprudensi 
Mahkamah Agung dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menyatukan penafsiran dan 
pelaksanaan hukum di seluruh Indonesia yang heterogen. Dalam konteks desentralisasi hukum 
dan otonomi daerah, potensi munculnya "hukum lokal" yang tidak sejalan dengan hukum 
nasional semakin besar, sehingga diperlukan satu acuan utama yang mampu mengikat secara 
normatif dan etis peran yang dapat diemban oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. 

Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah bagaimana keterbatasan infrastruktur hukum 
di daerah seperti akses terhadap database putusan, pelatihan aparat hukum, dan literasi yuridis 
berdampak terhadap kemampuan daerah dalam menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan. 
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membicarakan pentingnya yurisprudensi, tetapi juga 
mengkaji kondisi faktual yang memengaruhi efektivitasnya. 

Dalam sistem hukum yang bercorak majemuk dan tersebar seperti di Indonesia, upaya 
menyatukan interpretasi hukum menjadi tantangan tersendiri. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem yuridis nasional melalui peningkatan 
pemahaman terhadap fungsi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menyatukan praktik hukum 
antarwilayah. Ini penting agar sistem peradilan tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga adil 
dalam penerapan yang merata. 



E-ISSN : 2988-7658                      YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan 

 

52 

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2023 

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari realitas empiris yang menunjukkan 
pentingnya yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai alat untuk menyelaraskan hukum, sekaligus 
menjawab celah dalam kajian hukum sebelumnya yang belum banyak menyoroti aspek 
implementatif dan dampaknya terhadap kesatuan hukum di Indonesia. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis 
terhadap norma hukum tertulis serta interpretasi putusan pengadilan sebagai bentuk 
yurisprudensi (Suganda, 2022). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat dalam 
menelaah bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung membentuk dan memengaruhi 
keseragaman penegakan hukum di berbagai daerah. Dalam pendekatan yuridis normatif, hukum 
dipahami sebagai suatu sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 
doktrin hukum, dan juga yurisprudensi sebagai produk lembaga peradilan tertinggi. Selain itu, 
penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji konteks sosial dan praktik 
implementasi yurisprudensi di tingkat lokal. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih dalam dan holistik mengenai dinamika penerapan yurisprudensi 
Mahkamah Agung dalam praktik peradilan di daerah. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya 
berfokus pada teks hukum, tetapi juga menggali bagaimana para aparat hukum di daerah 
merespons dan menggunakan yurisprudensi dalam praktiknya sehari-hari. 

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari dokumen putusan Mahkamah 
Agung, khususnya putusan-putusan kasasi yang telah menjadi rujukan dalam berbagai kasus 
serupa di tingkat bawah. Peneliti menyeleksi putusan-putusan yang memiliki karakter preseden 
kuat dan pernah dikutip dalam putusan pengadilan daerah. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan 
dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta dokumen hukum lainnya yang 
relevan dengan objek kajian. Untuk melengkapi kajian dokumen, penelitian ini juga melibatkan 
wawancara semi-terstruktur dengan beberapa narasumber yang terdiri dari hakim di pengadilan 
negeri, akademisi hukum, serta praktisi hukum yang aktif di beberapa wilayah di Indonesia. 
Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan empiris tentang penggunaan yurisprudensi 
Mahkamah Agung dalam praktik, serta kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan. 
Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengalaman, 
kapasitas, dan relevansi dengan topik penelitian. 

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, di mana data-data yang 
diperoleh dari dokumen dan wawancara dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna 
yang berkaitan dengan peran yurisprudensi dalam penyelarasan hukum. Peneliti melakukan 
kategorisasi dan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan, kemudian mengaitkannya 
dengan teori hukum serta praktik peradilan yang berkembang. Dalam menjaga validitas data, 
peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari 
berbagai sumber, baik dokumen, wawancara, maupun literatur hukum. Dengan pendekatan ini, 
hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan utuh mengenai 
pengaruh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam mereduksi ketimpangan penegakan hukum di 
tingkat daerah. Dengan metodologi ini, penelitian tidak hanya menghadirkan analisis normatif 
atas yurisprudensi sebagai sumber hukum, tetapi juga menghadirkan perspektif faktual mengenai 
bagaimana yurisprudensi tersebut berperan dalam praksis hukum yang berbeda-beda di setiap 
wilayah di Indonesia. 

 
PEMBAHASAN 
Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Menciptakan Kepastian Hukum 

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menjadi alat penting dalam menciptakan kepastian 
hukum di tengah-tengah sistem hukum yang kompleks dan plural di Indonesia (Rif’an et al., 
2020). Dalam berbagai putusan, Mahkamah Agung secara konsisten menunjukkan pola-pola 
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penafsiran hukum yang kemudian menjadi acuan bagi pengadilan tingkat pertama dan banding. 
Melalui pola ini, yurisprudensi mampu memberikan prediktabilitas terhadap putusan hukum, 
sehingga masyarakat maupun aparat hukum memiliki gambaran yang jelas tentang arah dan isi 
hukum yang berlaku. 

Putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama yang 
menyangkut isu-isu hukum publik seperti korupsi, tindak pidana ringan, hingga masalah perdata 
agraria, telah digunakan sebagai preseden dalam menyelesaikan kasus serupa di berbagai daerah 
(Sarifudin et al., 2024). Hal ini menciptakan semacam standar hukum yang meskipun tidak 
bersifat mengikat secara formil, namun diakui memiliki bobot moral dan profesional yang sangat 
tinggi. 

Melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung memberikan tafsir resmi terhadap undang-
undang yang kadangkala memiliki celah atau ketidakjelasan (Ristiawati, 2020). Dalam beberapa 
kasus, hakim di pengadilan tingkat bawah mengakui bahwa yurisprudensi sering kali menjadi 
penolong utama ketika undang-undang tidak memberikan jawaban yang spesifik atas 
permasalahan hukum tertentu (Kristiyanti, 2022). Dengan demikian, yurisprudensi menjadi 
elemen yang esensial dalam menjembatani kekosongan atau ketidaktepatan norma.  Namun, 
peran yurisprudensi dalam menciptakan kepastian hukum ini tidak serta merta berlaku merata di 
seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan akses terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung 
menjadi kendala serius di beberapa daerah, terutama di wilayah timur Indonesia atau daerah 
terpencil. Ketimpangan ini berpengaruh langsung terhadap keseragaman praktik hukum dan 
menimbulkan potensi disparitas putusan. 

Keterbatasan pemahaman hakim daerah terhadap dinamika yurisprudensi juga menjadi 
hambatan (Michael, 2023). Dalam banyak kasus, hakim lebih mengandalkan pengalaman atau 
doktrin lama yang belum tentu relevan dengan konteks hukum kontemporer. Oleh karena itu, 
perlu adanya pelatihan dan pembaruan kompetensi secara berkala bagi para hakim dan aparatur 
peradilan agar mampu memahami dan mengimplementasikan yurisprudensi secara tepat. 
Kepastian hukum yang dibangun melalui yurisprudensi juga sangat bergantung pada konsistensi 
Mahkamah Agung sendiri. Sayangnya, terdapat sejumlah kasus di mana Mahkamah Agung 
mengeluarkan putusan yang berbeda terhadap perkara yang serupa, tanpa alasan yuridis yang 
memadai. Kondisi ini menciptakan kebingungan di tingkat bawah dan mereduksi efektivitas 
yurisprudensi sebagai acuan hukum. 

Di sisi lain, peran Mahkamah Agung dalam menyusun himpunan yurisprudensi yang 
tersusun sistematis dan dapat diakses publik mulai menunjukkan kemajuan. Contoh kemajuan 
Mahkamah Agung adalah peluncuran Direktori Putusan yang menyajikan ribuan putusan secara 
terbuka, sistematis, dan mudah diakses publik, memperkuat fungsi yurisprudensi sebagai rujukan 
hukum. Melalui sistem informasi berbasis daring seperti Direktori Putusan MA, akses terhadap 
yurisprudensi menjadi lebih terbuka. Namun, perlu ditingkatkan kualitas anotasi dan klasifikasi 
putusan agar lebih mudah dipahami. Keseragaman penafsiran hukum melalui yurisprudensi 
berpotensi menjadi kekuatan besar dalam menciptakan iklim hukum yang stabil. Tetapi ini hanya 
akan berhasil bila Mahkamah Agung secara konsisten memproduksi putusan-putusan yang logis, 
transparan, dan mudah diakses serta dipahami oleh para penegak hukum di seluruh Indonesia. 

Dengan demikian, meskipun yurisprudensi memiliki potensi besar dalam menciptakan 
kepastian hukum, efektivitasnya tetap memerlukan dukungan struktural dan kelembagaan yang 
kuat. Penegakan hukum tidak dapat bergantung pada norma tertulis semata, tetapi juga pada 
praktik-praktik yudisial yang konsisten dan adaptif melalui yurisprudensi. 

 
Implementasi Yurisprudensi Mahkamah Agung di Tingkat Daerah 

Implementasi yurisprudensi Mahkamah Agung di tingkat daerah menjadi tolok ukur sejauh 
mana harmonisasi hukum dapat diwujudkan secara praktis (Yusriando, 2015). Penelitian ini 
menunjukkan bahwa di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, hakim di tingkat 
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pengadilan negeri telah mulai menjadikan yurisprudensi sebagai bagian dari pertimbangan utama 
dalam memutus perkara. Mereka cenderung merujuk pada putusan Mahkamah Agung dalam 
kasus-kasus yang memiliki kemiripan, terutama dalam kasus perdata dan pidana. 

Namun, di banyak daerah lain, yurisprudensi belum mendapat perhatian yang memadai. 
Hal ini terjadi baik karena keterbatasan akses terhadap putusan Mahkamah Agung maupun 
karena minimnya kebiasaan merujuk pada yurisprudensi dalam praktik peradilan lokal. Bahkan 
dalam beberapa pengadilan, hakim menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak 
pernah diberikan pelatihan untuk mengkaji atau mengadopsi yurisprudensi dalam pembuatan 
putusan. Perbedaan penerimaan terhadap yurisprudensi ini menunjukkan adanya tantangan 
struktural dan kultural. Secara struktural, belum ada kebijakan Mahkamah Agung yang secara 
eksplisit mendorong adopsi yurisprudensi sebagai acuan wajib dalam jenis perkara tertentu. 
Sedangkan secara kultural, masih ada pandangan di kalangan hakim daerah bahwa yurisprudensi 
hanya bersifat sekunder atau bahkan opsional. 

Kondisi ini diperparah dengan kurangnya integrasi antara direktori yurisprudensi nasional 
dengan sistem informasi di pengadilan tingkat daerah. Akibatnya, hakim harus mencari secara 
manual putusan-putusan yang relevan atau bahkan bergantung pada literatur cetak yang 
kadaluarsa. Hal ini menjadi hambatan teknis yang signifikan dalam proses pencarian referensi 
yurisprudensi. Implementasi yang terbatas ini berisiko menciptakan ketidakkonsistenan hukum di 
berbagai wilayah. Perkara yang serupa dapat berujung pada putusan yang berbeda tergantung 
pada daerahnya, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan bagi pencari keadilan. Oleh 
karena itu, penting untuk membangun sistem terintegrasi dan bimbingan teknis agar pengadilan 
daerah dapat menggunakan yurisprudensi secara lebih efektif. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa di beberapa daerah, keberadaan hakim karier yang 
telah menjalani pendidikan dan pelatihan tambahan cenderung lebih akomodatif terhadap 
penggunaan yurisprudensi. Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kapasitas dan 
pelatihan berkelanjutan bagi hakim sebagai elemen kunci dalam implementasi yurisprudensi. 

Langkah-langkah pembaruan struktural, seperti penyusunan SOP (standard operating 
procedure) penggunaan yurisprudensi dalam pembuatan putusan, serta penguatan peran Panitera 
sebagai penyedia data hukum, menjadi strategi penting dalam mempercepat penerapan 
yurisprudensi di tingkat daerah (Nur, 2018). Dengan mendorong implementasi yang lebih 
sistematis, yurisprudensi dapat berfungsi tidak hanya sebagai acuan normatif, tetapi sebagai alat 
praktis dalam menyatukan praktik hukum. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk 
mewujudkan sistem peradilan yang agung dan terpercaya di seluruh Indonesia. 

 
Yurisprudensi sebagai Instrumen Harmonisasi Hukum Nasional 

Yurisprudensi Mahkamah Agung memegang peranan penting dalam memperkuat 
harmonisasi sistem hukum nasional, terutama di tengah sistem hukum Indonesia yang masih 
bercorak campuran antara civil law dan common law. Meskipun Indonesia menganut sistem 
hukum tertulis, dalam praktiknya, putusan pengadilan, khususnya yang bersumber dari 
Mahkamah Agung, seringkali menjadi rujukan utama dalam mengisi kekosongan hukum dan 
menstandarkan penerapan hukum yang beragam di berbagai daerah. Melalui fungsi kasasi dan 
peninjauan kembali, Mahkamah Agung telah berperan sebagai penyaring terakhir terhadap 
berbagai tafsir hukum yang berkembang di tingkat bawah. Ketika pengadilan tingkat pertama dan 
banding mengeluarkan putusan dengan tafsir yang bertentangan, Mahkamah Agung hadir untuk 
memberikan kepastian serta arah tafsir hukum yang final. Proses ini menciptakan kohesi yuridis 
yang sangat diperlukan dalam menyelaraskan hukum nasional. 

Dalam kenyataannya, masih terdapat disparitas dalam penanganan kasus-kasus serupa antar 
wilayah. Perbedaan konteks lokal, kultur hukum daerah, serta pemahaman hakim terhadap 
norma, membuat penerapan hukum sering kali tidak seragam. Di sinilah yurisprudensi hadir 
sebagai “lem perekat” yang dapat menjembatani kesenjangan praktik hukum antardaerah. Dengan 
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menjadikan yurisprudensi sebagai acuan nasional, diharapkan putusan pengadilan di daerah 
memiliki arah dan corak yang seragam, tanpa menghilangkan otonomi penalaran hakim. 

Mahkamah Agung pun secara aktif menerbitkan kompilasi yurisprudensi penting yang 
dapat digunakan oleh pengadilan daerah. Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan standar 
hukum yang dapat digunakan secara universal oleh aparat peradilan di seluruh Indonesia. 
Kompilasi ini biasanya memuat ringkasan kasus, pertimbangan hukum, serta amar putusan yang 
dapat digunakan sebagai preseden. 

Namun demikian, belum semua pengadilan daerah secara optimal menggunakan 
yurisprudensi ini. Beberapa hakim masih beranggapan bahwa yurisprudensi tidak mengikat secara 
hukum, sehingga tidak wajib dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Pemahaman 
semacam ini jika dibiarkan berlarut-larut akan memperlebar jurang inkonsistensi dalam penegakan 
hukum. Untuk memperkuat harmonisasi hukum, perlu ada ketegasan dari Mahkamah Agung 
maupun Komisi Yudisial dalam membina hakim agar menjadikan yurisprudensi sebagai rujukan 
utama dalam kasus-kasus tertentu. Di samping itu, penting juga adanya pembaruan kurikulum 
pendidikan calon hakim yang menekankan pada studi dan analisis yurisprudensi agar sejak awal 
mereka terbiasa dengan pendekatan presedensial. 

Harmonisasi hukum tidak hanya berfungsi secara legalistik, tetapi juga menciptakan rasa 
keadilan yang merata bagi seluruh warga negara. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan 
terhadap sistem hukum apabila menemukan bahwa perkara serupa dapat diputus dengan hasil 
yang berbeda di tempat yang berbeda. Dalam konteks ini, yurisprudensi Mahkamah Agung 
menjadi alat penting untuk memastikan kesamaan perlakuan hukum di seluruh wilayah Indonesia. 

Di negara-negara civil law lainnya seperti Perancis atau Jerman, peran yurisprudensi tetap 
diakui sebagai pelengkap hukum tertulis. Indonesia pun perlahan mengikuti pola tersebut, 
meskipun tantangan implementasinya masih besar. Dengan memperkuat kedudukan 
yurisprudensi, Indonesia dapat mengurangi kesenjangan hukum dan menciptakan tata peradilan 
yang lebih responsif dan berkeadilan. 

Akhirnya, yurisprudensi Mahkamah Agung bukan sekadar catatan putusan, tetapi 
merupakan bentuk tafsir hukum yang hidup dan berkembang. Apabila digunakan secara efektif, ia 
mampu menjadi instrumen utama harmonisasi hukum nasional yang tidak hanya memenuhi aspek 
legal-formal, tetapi juga substansi keadilan yang hakiki. 

 
Kendala dan Strategi Penguatan Peran Yurisprudensi di Daerah 

Meskipun peran yurisprudensi Mahkamah Agung diakui secara luas dalam teori hukum, 
kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi di tingkat daerah. Salah satu 
kendala utama adalah minimnya akses terhadap putusan Mahkamah Agung secara cepat dan 
komprehensif. Walaupun sistem Direktori Putusan MA telah tersedia secara daring, tidak semua 
pengadilan di daerah memiliki fasilitas dan jaringan internet yang memadai untuk mengaksesnya 
secara rutin. 

Selain itu, rendahnya literasi hukum yurisprudensial di kalangan hakim dan aparatur 
pengadilan tingkat pertama menjadi tantangan tersendiri. Banyak hakim yang belum memiliki 
kebiasaan menelaah yurisprudensi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya 
disebabkan oleh kurangnya pelatihan, tetapi juga karena beban kerja yang tinggi membuat mereka 
lebih memilih rujukan yang cepat dan praktis, seperti peraturan atau doktrin yang sudah mereka 
pahami sebelumnya. Kendala lainnya adalah tidak adanya sistem yang mengikat atau mewajibkan 
penggunaan yurisprudensi tertentu dalam perkara yang relevan. Tidak jarang terjadi, bahkan 
dalam kasus yang sama, dua pengadilan berbeda memberikan putusan yang bertolak belakang 
karena tidak merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan lemahnya 
mekanisme internal Mahkamah Agung dalam memastikan bahwa putusannya dijadikan pedoman 
nasional. 
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Keterbatasan jumlah kompilasi yurisprudensi juga menjadi penghambat. Banyak 
yurisprudensi penting belum terdokumentasi dengan baik atau belum diklasifikasi berdasarkan 
jenis perkara secara sistematis. Tanpa sistem yang memudahkan pencarian yurisprudensi, para 
hakim akan kesulitan untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam waktu yang 
terbatas. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan strategi penguatan peran yurisprudensi, salah 
satunya dengan membuat regulasi Mahkamah Agung yang bersifat internal, seperti Surat Edaran 
atau Surat Keputusan yang mengharuskan hakim merujuk pada yurisprudensi dalam kasus 
tertentu. Strategi lainnya adalah memperkuat peran panitera dalam menyediakan referensi hukum, 
termasuk yurisprudensi terbaru. 

Mahkamah Agung juga perlu mengembangkan teknologi informasi hukum yang lebih user-
friendly dan responsif (A et al., 2014), seperti sistem pencarian yurisprudensi berbasis kecerdasan 
buatan (AI) yang mampu memberikan saran putusan serupa berdasarkan data kasus yang 
dimasukkan. Inovasi semacam ini akan sangat membantu pengadilan daerah yang memiliki 
keterbatasan sumber daya manusia. 

Strategi penting lainnya adalah mendorong pelatihan rutin bagi hakim dan aparatur 
pengadilan di daerah. Pelatihan tersebut harus mencakup studi kasus berbasis yurisprudensi serta 
simulasi pemanfaatan putusan MA dalam praktik. Kolaborasi dengan perguruan tinggi hukum 
juga dapat memperluas basis pemahaman ini. Dengan memperkuat fondasi kelembagaan dan 
sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan yurisprudensi, maka sistem peradilan 
nasional dapat lebih efektif dalam menjaga kesatuan hukum di tengah keberagaman praktik lokal. 
Yurisprudensi tidak lagi sekadar referensi tambahan, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari 
proses peradilan yang adil, konsisten, dan menyeluruh. 

 
SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki pengaruh 
signifikan dalam menyelaraskan penegakan hukum di daerah. Sebagai bentuk tafsir hukum yang 
berkembang dari praktik peradilan, yurisprudensi tidak hanya memberikan kepastian hukum 
tetapi juga memperkuat keadilan substantif di tengah keragaman praktik penegakan hukum yang 
ada di berbagai wilayah Indonesia. Yurisprudensi berfungsi sebagai preseden yang menjembatani 
perbedaan-perbedaan interpretasi hukum, terutama dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit 
diatur dalam undang-undang. Melalui studi ini, terlihat bahwa peran Mahkamah Agung sebagai 
lembaga peradilan tertinggi memberikan kontribusi penting dalam menjaga konsistensi hukum 
nasional melalui putusan-putusan yang menjadi rujukan. Di sisi lain, masih banyak tantangan yang 
dihadapi dalam optimalisasi peran yurisprudensi, terutama terkait dengan keterbatasan akses, 
literasi yurisprudensial hakim daerah, serta belum adanya mekanisme yang mengikat terhadap 
penggunaan yurisprudensi dalam sistem peradilan. 

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa agar yurisprudensi Mahkamah Agung 
dapat berfungsi maksimal dalam menyelaraskan penegakan hukum di daerah, diperlukan langkah-
langkah strategis. Hal ini mencakup: (1) penguatan regulasi internal MA agar putusan 
yurisprudensial dijadikan acuan yang bersifat mengikat dalam kasus tertentu; (2) peningkatan 
kualitas dan kuantitas dokumentasi yurisprudensi yang dapat diakses oleh seluruh aparat 
peradilan; (3) pelatihan dan penguatan literasi hukum hakim daerah terhadap pentingnya 
yurisprudensi; serta (4) pemanfaatan teknologi hukum untuk mendukung pencarian dan 
penerapan yurisprudensi secara efisien. Dengan strategi tersebut, yurisprudensi Mahkamah Agung 
tidak hanya akan menjadi instrumen formal dalam sistem peradilan, tetapi juga menjadi jaminan 
hadirnya keadilan hukum yang merata, berimbang, dan selaras dengan semangat negara hukum. 
Di tengah dinamika hukum dan masyarakat yang terus berkembang, yurisprudensi menjadi pilar 
penting untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan Indonesia. 
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